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Desa sebagai suatu masyarakat hukum sudah ada sebelum kemerdekaan. Bahkan 
dari studi sejarah dapat diketahui bahwa Desa sudah ada ketika negara masih 
dikuasai  para raja-raja. Sebagai lembaga yang terbawah keberadaannya tidak 
pernah lepas dari pengaruh pemerintah baik pemerintah kerajaan, pemerintah 
kolonial maupun pemerintah RI.  
Pengaruh pemerintah ini dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-
undangan yang mencoba mengatur, membentuk desa sampai kemudian mencabut 
status desa. Bagi Desa yang memang keberadaannya bukan hasil bentukan 
pemerintah, tentunya tidaklah menjadi persoalan. Tetapi ini akan berbeda jika 
Desa yang ada merupakan desa yang sudah ada sejak dahulu kala, sehingga 
kewajiban negara mestinya melindungi keberadaannya, hanya sangat disayangkan 
bahwa perlindungan hukum terhadap Desa digantungkan adanya syarat-syarat 
tertentu, sehingga perlindungan hukum ini menjadi tidak sepenuhnya. Dengan 
demikian status desa ini menjadi rawan, karena sewaktu-waktu status desa dapat  
dicabut atau di ubah statusnya, terutama desa-desa yang mempunyai hak ulayat 
atas tanah Desa yang cukup luas. Dari perubahan status ini kemudian kekayaan    
hak ulayat atas tanah desa dialihkan menjadi milik Daerah. Sejak otonomi daerah 
dikembangkan, pasca reformasi,  Ideologi PAD  menjadi senjata utama daerah 
untuk menghimpun pemasukan sebesar-besarnya untuk daerah. Oleh karena itu 
sasaran empuk untuk memperoleh itu dengan mudah bisa didapatkan melalui 
perubahan status desa menjadi kelurahan yang berakibat tanah hak ulayat desa 
beralih menjadi milik Daerah. Perubahan ini juga menimbulkan persoalan karena 
perangkat Desa yang masih aktif harus masuk ke lingkungan Kelurahan dengan 
status lama. Dengan demikian terjadi dualisme kepemimpinan satu pihak ada 
perangkat kelurahan dan pada sisi lain ada perangkat desa. 
 
















  Village as part of law society has been existing before the independence. 
Based on historical studies. Village has existed since the nation was still occupied 
by the Kings. As a lowest institution, its existence could not be separated from 
Government. The government itself is divided into three executive branches: Royal 
Government, Colonial Government and RI’S Government. Government’control is 
applied through many legislations and amendments. These legislations and 
amendments have functions to take off or rearrange the status of the Village. It 
would not cause of problem because most of Villages are not formed by the 
Government. If there is a case that claimed the Village has been there since a long 
time ago, the Government only has the responsibilities to protect the Village. 
Unfortunately, law protection towards Village depends on certain requirements 
which make it could not be applied completely. The status of the Village may be in 
jeopardy because its status could be taken away by the Government, especially for 
the Village which has Hak Ulayat. In this situation, Village’s “Land Rights” could 
be redirected to be “Local’ Belonging Rights”.  
 
  Since the developing of local autonomy in Post-Reformation era. PAD 
ideology has a function as a main weapon for earning as much as income for the 
County (Kabupaten). The easiest way to get the rights could be done by changing 
the status of the Village to Kelurahan. This situation makes Hak Ulayat of The 
Village become the County’s rights (Hak Kabupaten). This change produces a 
problem the requirements impose the active institution of Village to go inside and 
merge with Kelurahan without changing the old leadership status inside the 
institution. As result, dualism leadership may occur inside of both institutions: in 
Kelurahan’s Institution and Village Institution.    
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